
MENTERI ENERG1 DAN.SUMBER DAYA MINERAL 
REPUSUK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
NOMOR : 1944 Y/30/hEW2009 

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN 
BAGIAN DAERAH PENC3HASIL PERTAMBANGAN PANAS BUM1 

TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan 
a Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu 

menetapkan Daerah Pen hasil dan Dasar Pen hitungan Bagian B t Oaerah Penghasil Panas umi untuk Tahun 200 sampai den an 

Daya Mineral; 
t Tahun 2009 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sum er 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentan 
Negara (Lembaran N ara RI Tahun 2003 Nomor 4 , Tamba an 
Lembaran Negara R1 ? omor 4286); 
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2.. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentan Panas Bumi 

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 1 5, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4327); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4360); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

a Daerah (Lembaran Ne ara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembatan Negara Rl $J omor 4437) seba aimana telah dua kall 
diubah terakhir dengan Undang-Undang A omor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

5. undang4Jndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan 
Lembaran Negara RI Nornor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Ne am RI Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara f4 I Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentan Ke iatan 
Usaha Panas Bumi (Lembaran N am RI Tahun 2 07 omor 
132, Tambahan Lembaran Negara R 7 Nomor 4TI7); 
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8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 

Oktober 2004 seba aimana telah bebera a kali diubah terakhir 

Agustus 2007; 
8 5! dengan Keputusan residen Nomor 77/P ahun 2007 tanggal 28 



9, Peraturan Menteri i dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 
Tahun ZOO5 tang Juli 2005 tentang Organitad dan Tata 
Kerjo Departemen dan Sumber Daya Mineral; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165PMK.03MO08 tanggal 4 
November 2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan 
Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan N 
Bukan Pajak Atas Hasil Pen usahaan Sumber Daya Panas umi i!! Untuk Pembangkitan EnergV istrik: 

yam 

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 30/511/BAKD tan gal 13 
Agustus ZOO9 hat Penetapan Daemh ~engjhasif SDA 
Pertambangan Panas Bum! Tahun 2006 s.d. 2009; 

2. Berlta Acara Dalam Rangka Pembahasan Draft Surat Keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan 
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Gamt dan 

a Kabupaten Bandun Sebagai Daerah Penghasil Pertambangan 
Panas Bumi Tahun 006 Sampai Dengan Tahun 2009, tanggal 4 
Agustus 2009; 

a, 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR 
PENGHITUNGAN BAGlAN DAERAH PENGHASI L 
PERTAMBANGAN PANAS BUM1 TAHUN 2006 SAMPAl DENGAN 
TAHUN 2009. 

KESATU : Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang ditetapkan seba ai daemh 
penghasil sumber daya atam sektor panas bumi untuk ? ahun 2006 
sampai dengan Tahun 2009 tetdiri dari 1 (satu) Provinsi akni Jawa 
Barat dan 4 (empat Kabupaten sebagaimana tercan m dalam 
Lampfran Keputusan 1 enteri ini. 

L 
KEDUA : Dasar penetapan daerah penghasil sektor panas bumi berdasarkan 

parameter dan bobot peniialan melipub area konb.k/pros k, 0 ~nfras%uktur produksi, infrastruktur penunjang, dan real si 
produbi. E 

+ 
KETIGA : Parameter dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum Kedua adalah sebagai berikut : 



KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

'Ditetapkan di Jakarta 

MBER DAYA MINERAL, 

Ternbusan : 
1. Menteri Keuan an 
2. Menteri Dalam % egeri 
3. Sekretarls Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral 
4. lnspektur Jenderal Dep. Energi dan Surnber Da a Mineral 
5. DireMur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas umi 
6. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 
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7. Gubernur yang bersangkutan 

0 
8. Bupati yang bersangkutan 




